REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SALINAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/
PEJABAT KUASA PENGGUNA AANGGARAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.5/SES/HK/01/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
PADA SETIAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dalam rangka memeriksa administrasi hasil pekerjaan
pengadaan Barang/Jasa, perlu ditetapkan Pejabat Pemeriksa Hasil
Pekerjaan pada Setiap Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional,

bahwa pegawal yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan
tugas sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Setiap Pejabat
Pembuat Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6410);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara,

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional,

4. Peraturan ...



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMFAT

4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

19) |

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

6.  Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi
Kementerian Negara;

7.  Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi
Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN PADA SETIAP
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL.

Mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini sebagai Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Setiap Pejabat Pembuat
Komitmen di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan memiliki tugas memeriksa administrasi
hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang
bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Jasa
Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta
rupiah).

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat
Pemeriksa Hasil Pekerjaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka:

1.  Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor KEP.42/SES/HK/04/2019 tentang Pengangkatan Pejabat

Pemeriksa ...



Pemeriksa Hasil Pekerjaan di Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan

2. Keputusan Pejabat Penanda Tangan DIPA/Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.02/KPA/07/2019
tentang Pengangkatan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Pejabat
Pembuat Komitmen Program Perencanaan Pembangunan Nasional I
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
SELAKU PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd
HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Ml

RR. Rita Erawati



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/
SEKRETARIS UTAMA BAFPPENAS

NOMOR KEP.5/SES/HK/01/2020

TANGGAL 2 JANUARI 2020

PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN
PADA SETIAP PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No. Nama Jabatan
1 Sukhad, S.IP Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada

NIP. 19680202 199503 1 002 Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN |
2. Dwita Widyaningsih, ST Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada

NIP. 19901226 201403 2 002 Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN 11
3, Nur Laila Widyastuti, S.Kom, ME Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Pejabat

NIP. 19821110 200912 2 003 Pembuat Komitmen Program PPN III
4. Noor Andrini Wuryandari, SH, MH Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada

NIP. 19691220 199403 2 001 Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN IV
B Muhammad Zaki Firdaus, S.Farm Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada

NIP. 19941010 201903 1 012 Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN V
6. Fika Annisa Nurtrisyanti, S.T Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada

NIP. 19930111 201903 2 005 Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN VI
: Sahidin, S.Sos Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada

NIP. 19690820 199503 1 003 Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN VII
8. Grace Second Lady Manalu, SE Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada

NIP. 19860212 200912 2 004 Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN VIII
9. Handhi Setiawan Adiputra, ST Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada

NIP. 19831117 201403 1 001 Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN IX
10. | Erwin Fahrudin, SE Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada

NIP. 19690823 199503 1 003

Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN X

11. Munandar ...




No. Nama Jabatan
11. | Munandar Sulistyo, SAP Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada
NIP. 19790122 200604 1 004 Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN XI
12. | Ade Hendraputra, ST, M.Sc Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada
NIP. 19851001 200912 1 006 Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN XII
13 | Aldy Kharisma Mardikanto, ST Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada
NIP. 19801222 200912 1 004 Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN
XV/IKN
14 | Wiwit Widodo, S.Sos, ME Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada
NIP. 19820419 201403 1 002 Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN
XVI1/ Compact-2
15 | Mukijo, SAP Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada
NIP. 19720721 199403 1 002 Pejabat Pembuat Komitmen Program DM I dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
16 | Faisal Dahlan, S.Kom Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada
NIP. 19750422 199903 1 004 Pejabat Pembuat Komitmen Program DM Il dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
17 | Nuryanto, SE Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada
NIP. 19660210 199403 1 005 Pejabat Pembuat Komitmen Program DM III
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
18 | Kamila Nadhira, SIA Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada
NIP. 19921001 201403 2 001 Pejabat Pembuat Komitmen Program DM IV
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
19 Kabul Adi Cahyono Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada
NIP. 19700529 199503 1 003 Pejabat Pembuat Komitmen Program DM V dan
- Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
20 | Dhara Hubayastuti, S.AP Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada

NIP. 19861025 200912 2 005

Pejabat Pembuat Komitmen Program DM VI
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SELAKU
PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,

—

U

RR. Rita Erawati




